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Sampai 2022, katanya,
IPI Sumbar baru tergolong
dalam kelompok menengah.
Artinya, kondisi infrastruk
tur masih belum mantap
dan memadai untuk mendu
kung percepatan pemba
ngunan daerah.

Hal itu dikatakan Su-
wirpen saat Fokus Group
Discusion (FGD) dengan
Topik KPBU (Kerjasama
Pemerintah Badan Usaha)
sebagai Alternatif Mamba-
ngun Kemandirian Fiskal
Daerah, di Padang, Kamis
(19/10/2023).

Menurut dia, permasa-
lahan utama dari belum
memadainya infrastruktur
di Sumbar disebabkan ter-
batasnya kemampuan ke
uangan daerah, untuk me-
menuhi kebutuhan ang
garan pembangunan infra
struktur ini.

Betapa tidak, lanjutnya,
pada APBD Tahun 2023
dengan nilai yang mencapai
Rp 6.5 triliun, alokasi ang-
garan untuk belanja modal
hanya berkisar 12 %, dan
alokasi khusus untuk be-
lanja infrastruktur tidak
sampai 10 % dari total
belanja daerah. Sebagian
besar alokasi belanja habis
untuk belanja operasi yang
di dalamnya termasuk be-

lanja pegawai.
"Apabila kita hanya me-

ngandalkan APBD sebagai
sumber pendanaan pemba-
ngunan infrastruktur di
daerah, maka butuh waktu
yang lama untuk peme-
nuhan kebutuhan infra-
struktur ini. Bisa 10 atau 20
tahun baru kita bisa meme-
nuhinya dan itu pun tidak
efektif untuk percepatan
pembangunan daerah,"
tambah Suwirpen.

Mengharapkan sumber
pembiayaan dari DAK pun
saat ini, semakin sulit, oleh
karena kebijakan dana tran
sfer dari pemerintah ke
daerah dalam beberapa
tahun terakhir, semakin
berkurang. "Hal ini tentu
dapat kita pahami, oleh
karena banyak juga beban
negara untuk pemenuhan
kebutuhan anggaran di
sektor lainnya," sebutnya.

Oleh sebab itu, dibu-
tuhkan kemandirian daerah
untuk memenuhi kebutu-
han anggaran pembangu-
nan infrastruktur ini. Dae-
rah harus pandai berino-
vasi mencari sumber pen-
danaan pembangunan in-
frastruktur, baik dari po-
tensi sendiri (APBD) mau-

pun melalui skema pembia
yaan lainnya.

Dari banyak persoalan
Sumbar dalam hal infra
struktur, Suwirpen berha-
rap kegiatan FGD kali ini
dapat melahirkan sebuah
solusi yang dapat memaju
kan Sumbar.

Kegiatan FGD dihadiri
Gubernur Sumbar, Mah-
yeldi, dan Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Sum
bar, Syukriah. Selain OPD
terkait, hadir juga sejumlah
kepala daerah kabupaten
dan kota di Sumbar.

Gubernur Sumbar Mah
yeldi mengatakan, Sumbar
tengah menjajaki upaya
percepatan pembangunan
infrastruktur di daerah,
menggunakan skema Kerja
sama Pemerintah dan Ba-
dan Usaha (KPBU).

"Keterbatasan APBD mem
buat kita harus berimpro
visasi, mencari peluang-
peluang lain untuk bisa
mempercepat pembangu-
nan infrastruktur di dae-
rah," katanya.

Mahyeldi menilai salah
satu peluang untuk akse-
lerasi pembangunan itu
adalah melalui skema KPBU.
KPBU adalah kerja sama

antara pemerintah dan
badan usaha dalam penye-
diaan infrastruktur dan/
atau layanannya untuk ke-
pentingan umum mengacu
pada spesifikasi yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh
pemerintah, yang sebagian
atau seluruhnya menggu-
nakan sumber daya badan
usaha dengan memperhati-
kan pembagian risiko di
antara para pihak.

"Ide menggunakan ske-
ma itu muncul setelah dis
kusi dengan Kepala Kanwil
Direktorat Jenderal Perben-
daharaan Provinsi Sumbar
Syukriah HG yang langsung
ditindaklanjuti dengan FGD
ini," katanya.

Ia berharap dengan FGD
itu semua pihak berke-
pentingan termasuk pe-
merintah kabupaten dan
kota agar bisa lebih me-
mahami mekanisme KPBU
sekaligus kelebihan dan
kekurangan menggunakan
skema tersebut.

Sementara itu, Kepala
Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi
Sumatera Barat Syukriah
HG menyebut anggaran
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Fisik Sumbar pada 2023
relatif kecil, hanya sekitar
Rp1,4 triliun. Itu pun terse
bar pada beberapa sektor.

"Jika hanya mengandal
kan anggaran itu pemba-
ngunan di daerah akan
berjalan lambat. Makanya,
kita menawarkan pemba
ngunan infrastruktur mela
lui skema KPBU," ujarnya.

Agar pemerintah daerah
memahami secara penuh
tentang skema itu, maka
pihaknya menghadirkan
seluruh pihak berkompeten
untuk memberikan penje-
lasan secara komprehensif.

Ia berharap skema itu
bisa membantu Pemprov
Sumbar dan kabupaten/
kota dalam mempercepat
pembangunan infrastruktur
karena infrastruktur adalah
faktor pendukung utama
perekonomian. (401)(401)(401)(401)(401)

IPI Sumbar Belum Memadai
PADANG - SINGGALANG

Wakil Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat
Suwirpen Suib berharap
Indeks Pembangunan
Infrastruktur (IPI) di daerah
ini, ke depan agar lebih
ditingkatkan lagi. Soalnya,
saat ini IPI Sumbar masih
belum maksimal dan
memadai.

FGD - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, saat FGD terkait
KPBU sebagai alternatif membangun kemandirian fiskal daerah, di
Padang, Kamis (19/10/2023). (ist)

KERJASAMA
Suasana penandatanganan
MoU antara PLN dengan SGCC
serempak dengan perusahaan
lain di hadapan Presiden Joko
Widodo pada Indonesia-China
Business Forum di Beijing. (ist)

BEIJINGBEIJINGBEIJINGBEIJINGBEIJING - - - - - Di sela-sela
kunjungan kerja Presiden RI
Joko Widodo (Jokowi)
bertemu Presiden China, Xi
Jinping, 15-18 Oktober
2023, Presiden RI
menyaksikan kesepakatan
PT PLN (Persero) dengan
dua perusahaan besar
energi bersih asal China
dalam kerja sama
pengembangan EBT di
Indonesia pada Indonesia-
China Business Forum
(ICBF) di Beijing, China.

Selain dua MoU yang
disaksikan Presiden Jokowi,
PLN juga meneken tujuh
MoU lainnya antara lain
dengan The Export-Import
Bank of China, Sinosure,
Bank of China, Industrial
and Commercial Bank of
China, State Development &
Investment Corp. Ltd,
Huawei Tech Investment,
dan China Energy Interna-
tional Group dengan total
nilai valuasi kerja sama
(termasuk pendanaan)
sebesar lebih dari 54 miliar
USD.

Dalam sambutannya,
Presiden Jokowi
menyampaikan
kunjungannya ke Beijing
untuk memperkuat
hubungan bilateral antara
Indonesia dengan China.
Tiga isu prioritas yang
diusung dalam pertemuan
ini terkait ekspor, investasi
dan ketahanan pangan.

"Sejumlah isu prioritas
yang akan kita bahas
dengan China antara lain
peningkatan ekspor
Indonesia, peningkatan
investasi, dan pembangunan
ketahanan pangan," ungkap
Presiden.

PLN mengambil peran
penting dalam peningkatan
investasi antara China dan
Indonesia dalam sektor
energi untuk mendukung
komitmen pemerintah
dalam mengakselerasi
transisi energi di Indonesia.
PLN menandatangani nota
kesepahaman (MoU) dengan
State Grid Corporation of
China (SGCC) dan Trina
Solar China dalam
pengembangan smart grid

sebagai backbone
kelistrikan energi bersih di
Indonesia.

Direktur Utama PLN,
Darmawan Prasodjo, yang
juga mendampingi Presiden
Jokowi di forum China-
Indonesia Business Forum
2023 di Beijing, mengatakan
PLN merasa terhormat
dengan kolaborasi bersama
perusahaan-perusahaan
energi kelas dunia yang ada
di China. Dengan adanya
forum ini, dirinya melihat
partnership antarpihak
akan semakin kuat.

Darmawan mengatakan,
kerja sama dengan SGCC
merupakan wujud
kolaborasi bersama untuk
dapat bergerak maju dalam
transisi energi.

"PLN berharap melalui
kerja sama ini, SGCC dan
PLN dapat saling
memperkuat satu sama lain.
Bersama-sama, kita akan
membangun jalur transmisi
supergrid ramah
lingkungan, smart grid, dan
memperluas kemitraan ke
depan," ujar Darmawan.

Nantinya, kerja sama
antara PLN dan SGCC juga
mencakup studi bersama
dalam pemanfaatan energi
terbarukan, penyimpanan
tenaga listrik, integrasi
jaringan listrik hingga
manajemen jaringan cerdas
untuk meningkatkan sistem
tenaga listrik yang andal,
berkualitas dan ekonomis.

Tidak hanya dengan
SGCC, kerja sama PLN juga
dilakukan dengan investor
asal China lainnya, yaitu
Trina Solar. PLN melalui
PLN Indonesia Power
Renewables melakukan joint
venture dengan Trina Solar,
Sinar Mas, dan Agra Surya
Energi untuk pembangunan
pabrik sel dan panel surya
terbesar se-Indonesia di
Kawasan Industri Kendal,
Jawa Tengah.

"Trina Solar ini
perusahaan terkemuka
dengan teknologi masa
depan. Bersama-sama, kami
telah meluncurkan joint
venture manufaktur Solar
PV. Kami akan memperluas

kapasitas dan produksi
untuk memasok pasar Solar
PV skala besar di Indone-
sia," ujarnya.

Darmawan melanjutkan,
pembangunan manufaktur
Solar PV di Kendal
menunjukkan semangat
kolaborasi yang terus
diusung PLN. Hal ini
semata-mata untuk
memaksimalkan potensi
energi surya di Indonesia
yang sangat besar, mencapai
207 Gigawatt (GW).

Kolaborasi seperti ini
diharapkan bisa
mengakselerasi skenario
transisi energi pemerintah
Indonesia yang ambisius,
dengan target 75 persen
penambahan kapasitas
energi berasal dari energi
terbarukan dan 25 persen
sisanya dari gas alam pada
tahun 2040.

Kesepakatan ini
merupakan komitmen PLN
guna mendukung
pemerintah yang gencar
mengundang investasi ke
Tanah Air di bidang energi
baru terbarukan.

"Forum seperti ini
menunjukkan perubahan
besar. Dari kita yang
sebelumnya terfragmentasi,
menjadi satu kesatuan. Ini
sekaligus memberi kita
keyakinan, apapun
tantangannya, kita akan
terus bergerak maju demi
masa depan yang lebih
baik," pungkas Darmawan.

Adapun forum China-
Indonesia Business Forum
yang merupakan bagian
dari The Third Belt and
Road Forum for Interna-
tional Cooperation (BRF)
yang diinisiasi oleh Cham-
ber of Commerce Committee
Tiongkok.

BRF bertujuan menjalin
kolaborasi dunia
internasional yang meliputi
konsultasi ekstensif,
kontribusi bersama yang
menguntungkan, menjalin
kerja sama terbuka, hijau,
bersih, dan berstandar
tinggi untuk meningkatkan
kehidupan masyarakat dan
mendorong pembangunan
yang berkelanjutan. (105)(105)(105)(105)(105)

DISAKSIKAN PRESIDEN JOKOWI PADA ICBF CHINA 2023

PLN Sepakati Kerjasama dengan 9 Perusahaan

JAKARJAKARJAKARJAKARJAKARTTTTTAAAAA - Setelah DPR RI
mengesahkan Undang-
Undang tentang Ibukota
Nusantara (UU IKN), maka
tahapan pembangunan terus
dilakukan, kendatipun akan
ada pergantian presiden
pada Pemilu 14 Februari
2024 mendatang.

Lalu bagaimana status
Jakarta, maka sesuai UU
No.3 tahun 2022 tentang
IKN, maka Jakarta akan
menjadi Ibu Kota transisi
sampai presiden RI
mendatang secara resmi
menetapkan IKN.

Terkait hal ini, pengamat

Otonomi Daerah (Otda) Prof.
Djohermansyah Djohan
kepada awak media di
Jakarta, Kamis (19/10/
2023), menekankan dua
aspek terkait desain Jakarta
setelah tidak lagi menjadi
Ibu Kota Negara.

Pertama, menurut
mantan Dirjen Otonomi
Daerah Kemendagri ini
adalah Jakarta harus
ditempatkan sebagai daerah
otonomi dalam satu level
dengan IKN Nusantara di
Kalimantan. "Kedua jadikan
dia (Jakarta) kota yang
berfungsi sebagai kota

global. Untuk bisa menjadi
kota global harus. Karena
Jakarta itu menjadi pusat
pertumbuhan ekonomi dan
bisnis," ujarnya.

Terkait itu, status Jakarta
sebagai global power city
index sudah terpenuhi. Ada
sejumlah indikator yang
membuat Jakarta
memenuhi syarat sebagai
global city. Yaitu provinsi
terpadat penduduknya.
Karena Jakarta jumlah
penduduknya lebih dari 10
juta plus Raya, Jakarta Raya
dengan interlan yang
mendukungnya itu yaitu
Depok, Tangerang Selatan,
Bekasi dan kota Tangerang.

Dari segi kontribusi
perekonomian juga mampu
mendukung ekonomi
nasional. Seperti Jakarta
yang mampu menyumbang
paling besar terhadap
perekonomian nasional,
yaitu 17% dari
perekonomian nasional.

Kawal UU IKNKawal UU IKNKawal UU IKNKawal UU IKNKawal UU IKN
Sebelumnya, Anggota

Komisi XI DPR RI Anis
Byarwati dalam Dialektika
Demokrasi bertema "IKN
Mengubah Status DKI,
Bagaimana Status Jakarta?,
bersama guru besar IIP/
IPDN Djohermansyah
Djohan, dan Humas IKN
Troy Pantouw di Gedung
DPR RI Senayan Jakarta,
Selasa (17/10/2023),
mengakui jika Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (F-PKS),
menolak UU IKN tersebut
karena belum waktunya
Indonesia pindah dan
memilikk IKN.

Sedangkan status
Jakarta, sesuai dengan UU
IKN pasal 69 bahwa
Jakarta, akan menjadi ibu
kota transisi sampai
ditetapkannya IKN secara
resmi oleh Presiden RI
mendatang. "Untuk Jakarta,
saya mendukung menjadi
global city dan kini ada di
peringkat 40 dunia, sebagai
pusat bisnis dan
perekonomian global. Hanya
saja gubernur terpilih harus
punya kewenangan yang
kuat," ungkapnya.

Sememtara itu Troy
Pantouw menegaskan jika
siapapun presiden yang
terpilih pada 14 Februari
2024 atas perintah UU
harus melanjutkan program
pembangunan IKN tersebut.
Dimana IKN akan menjadi
smartcity, greencity (66%)
lingkungan IKN tidak
berubah, sehingga akan
menjadi work vocation,
dicanangkan ten minutecity,
cukup jalan kaki antar
kantor kelembagaan, dan
sebagainya, yang kini
pembangunan istananya
sudah mencapai 28%.

Bagaimana Jakarta?
Menurut Troy, Jakarta tetap
memiliki keterkaitan dengan
IKN. (ery)(ery)(ery)(ery)(ery)

Djohermansyah Sebut Dua Aspek
Terkait Posisi Jakarta ke Depan
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Ketua Komisi II, Mockhlasin
mengatakan studi banding tim
pembahas ranperda perhutan-
an sosial ke Yogyakarta ini
merupakan bagian dari
penyempurnaan ranperda
tersebut. Dari studi banding ke
Dinas Lingkungan Hidup dan
Dinas Kehutanan DIY tersebut
diperoleh sejumlah masukan.

Mochklasin memaparkan,
keluarnya Peraturan Presiden
(PP) Nomor 28 Tahun 2023 ten-
tang Perencanaan Terpadu Per-
cepatan Pengelolaan Perhutan-
an Sosial dan Permen LHK 9
tahun 2021 tentang Pengelo-
laan Perhutanan Sosial adalah
aturan pelaksanaan dari keten-
tuan Pasal 247 Peraturan Pe-
merintah Nomor 23 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

Dari kedua peraturan terse-
but dijelaskan bahwa, kegiatan

perhutanan aosial adalah
sistem pengelolaan hutan les-
tari yang dilaksanakan dalam
kawasan hutan negara atau
hutan hak/hutan adat yang di-
laksanakan oleh nasyarakat
setempat atau masyarakat hu-
kum adat sebagai pelaku uta-
ma. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, keseimbangan
lingkungan dan dinamika sos-
ial budaya dalam bentuk hutan
desa, hutan kemasyarakatan,
hutan tanaman rakyat, hutan
adat dan kemitraan kehutanan.

"Hingga kini, pemerintah
memiliki dua agenda besar
yang menjadi sorot utama ter-
kait dengan pengelolaan hutan,
yakni peningkatan kesejahter-
aan masyarakat khususnya dis-
ekitar hutan dan juga pen-
ciptaan model pelestarian hu-
tan yang efektif," paparnya.

Oleh karena itulah, lanjut
Mochklasin, ranperda perhu-
tanan sosial yang merupakan
inisiatif DPRD Sumbar ini dis-
usun. Tujuannya agar ranper-
da ini nantinya dapat memberi-
kan dorongan percepatan men-
capai tujuan pemerintah, yak-
ni memastikan hutan sebagai
sarana pengentasan kemiski-
nan masyarakat. Selain juga
memastikan pengelolaan lah-
an, khususnya di sekitar hutan
dapat dilakukan dengan mod-
el yang menciptakan kehar-
monisan antara peningkatan
kesejahteraan dengan setaraan
dan pelestarian lingkungan.

"Program ini adalah pto-
gram perhutanan Sosial di

Sumatera Barat," katanya.
Program perhutanan sosial

sendiri kata Mochlasin bertu-
juan untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat melalui
pola pemberdayaan dan den-
gan tetap berpedoman pada
aspek kelestarian.

Program ini akan membuka
kesempatan bagi masyarakat
di sekitar hutan untuk menga-
jukan hak pengelolaan area
hutan kepada pemerintah. Se-
telah disetujui maka masya-
rakat dapat mengolah dan
mengambil manfaat dari hutan
dengan cara-cara yang ramah
lingkungan.

"Kami terus berusaha me-
nyempurnakan ranperda ini.
Nantinya kami juga akan
berkonsultasi ke Kementrian
LHK dan Kemendagri," kata-
nya.

Dalam pertemuan tersebut,
Kabid Planologi, Produksi, Per-
hutanan Sosial dan Penyuluhan
Dinas LHK, DIY, Niken Aryat
mengatakan kelompok perhu-
tanan sosial DIY dimulai pada
tahun 2007 dengan terbitnya
IUPHKm.

Perhutanan sosial di DIY ter-
dapat di dua kabupaten yaitu
Gunungkidul dan Kulon Progo,
dan tersebar di 12 kecamatan.
Ini terdiri dari dua skema PS
yaitu Hutan Kemasyaratan
(HKm) dan Hutan Tanaman
Rakyat (HTR)

"HKm terdiri dari 42 KTH
pemegang izin dengan total
luas hutan 1.284,05 Ha, den-
gan perincian :  Gunungkidul
(35 KTH –> 1.087 Ha), Kulon
Progo (7 KTH –> 197 Ha), HTR
terdiri dari 3 koperasi pemega-
ng izin (di dalamnya terdapat
5 KTH) dengan total luas hu-
tan : 327,149 Ha.", ujarnya.

Niken memaparkan, kelom-
pok perhutanan sosial di DIY
(HKm dan HTR) membentuk
dua paguyuban. Kedua
paguyuban ini rutin melaksan-
akan pertemuan setiap tiga
bulan sekali secara swadaya,
yaitu: Bukit Seribu : paguyuban
HKm dan HTR di Kabupaten
Gunungkidul dan Lingkar :
paguyuban HKm di Kabupaten
Kulon Progo.

Selain itu, ada usaha tump-
ang sari tanaman pangan/food
estate dengan luas tanaman
20.239 ha (bukan luas hampa-
ran). Usaha inj

Nenyumbang komoditas
pertanian yaitu jagung 9.737
ton, ketela  20.331 ton, kacang
1.679 ton, kedelai 815 ton, padi
614 ton, HMT  13.475 ton.

"Bila dinilaikan dalam rupi-
ah produksi tersebut senilai
Rp60 miliar dengan pelaku pe-
sanggem (petani hutan). Selain
tanaman pangan juga
berkembang usaha budidaya
tanaman bawah tegakan sep-
erti empon-empon dan umbi-
umbian yang dipasarkan se-
cara luas," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumn-
yaTim pembahas ranperda ten-
tang perhutanan sosial juga
mendapatkan sejumlah refer-
ensi untuk pengayaan ranper-
da tersebut saat studi banding
ke Provinsi Jawa Barat, Selasa
(6/6).

Salah satu hal yang akan
diatur dan dimasukan dalam
muatan ranperda itu  adalah,
pengembangan sumber daya
manusia (SDM) dalam pengelo-
laan hutan sosial.

"Ada beberahal yang akan
kita masukan dalam pasal-
pasal ranperda perhutanan so-
sial dari hasil studi banding ke
Jawa Barat. Selain pengemban-
gan SDM, ada juga tentang pen-
dampingan petani pengelola
hutan hingga pendanaan yang
bersumber dari kementerian
untuk aktivitas perhutanan so-
sial," ujar Ketua Tim Pembahas
ranperda itu, Arkadius Dt. In-
tan Bano usai.

Dia mengatakan, untuk leb-
ih mengoptimalkan pengelo-
laan hutan sosial, dalam ran-
perda tersebut juga akan dia-
tur tentang keterlibatan rela-
wan-relawan untuk membantu
pengembangan hasil hutan.
Misalnya seperti  budidaya atau
pengracik kopi (barista-red)
hingga pemasarannya.

"Tujuannya agar lebih ban-
yak terbuka lapangan kerja
pada sektor perhutanan
nantinya," ujarnya.

Tidak hanya penglibatan rel-
awan, pencegahan konflik ka-
wasan juga akan diatur dalam
ranperda tersebut. Sehinggab-
pengelola hutan sosial akan
mendapatkan kepastian hu-
kum, permodalan hingga pen-
dampingan.

"Kita berharap regulasi ini
mengarahkan pada kesejahter-
aan masyarakat," katanya.

Terkait studi banding ke
Jawa Barat, tambah Arkadius,
didasari oleh diserahkan 38
unit perhutanan sosial oleh
Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo untuk lima skema
kewenangan pengelolaan, ada
hutan desa, kemasyarakatan,
tanaman rakyat, adat dan ke-
mitraan perhutanan.

Meski telah diserahkan oleh
presiden, Jawa Barat belum
memiliki Perda ataupun Pergub
pengelolaan hutan sosial, jika
berjalan lancar Sumbar men-
jadi provinsi pertama memiliki
Perda perhutanan sosial. Pen-
gelolahutan sosial Jawa Barat
telah mendesak gubernurnya
untuk melahirkan Perda demi
kepastian hukum pengelolaan.

"Namun secara keseluruhan
konsep pengelolaan hutan sos-
ial disana telah berjalan opti-
mal. Sehingga perlu kita pela-
jari," ujarnya lagi

Sementara itu, Wakil Ketua
DPRD Sumbar Irsyad Syafar
yang mendampingi tim pem-
bahas mengatakan, meski di

STUDI BANDING KE DIY

Tim Pembahas Ranperda Perhutanan
Sosial Peroleh Sejumlah Masukan

YOGYAKARTA - SINGGALANG

Tim pembahas
rancangan peraturan
daerah (ranperda)
perhutanan sosial DPRD
Sumatera Barat (Sumbar)
terus melakukan
penyusunan produk hukum
tersebut. Salah satu
prosedur yang mesti
dilakukan salah satunya
mempelajari tata kelola
perhutanan sosial di
provinsi lain. Untuk itulah
tim pembahas yakni Komisi
II DPRD Sumbar
melaksanakan studi band-
ing ke Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), Senin (16/
10).

Jawa Barat belum memiliki
perda namun mereka telah
memiliki kelompok kerja (Ker-
ja) dan itu bisa menjadi refer-
ensi dalam ranperda yang
dibahas ini.

Saat studi banding di Jawa
Barat,  tim pembahas ranper-
da otu berkesempatan menin-
jau kelompok tani hutan Giri
Senang beranggotakan 150 or-
ang dan mengharap 250 hek-
tar hutan sosial pada perke-
bunan kopi.

"Karena mereka mendapat-
kan pendampingan hingga
pembibitan  pemerintah setem-
pat ini memberikan dampak
ekonomi bagi masyarakat.  Jadi
ada multiplayer efeknya kare-
na adanya pengelolaan hutan
sosial," katanya

Dia mengatakan, mayoritas
kopi yang diproduksi adalah
arabika dan telah diekspor ke
Dubai hingga Jepang. jadi pen-
gelolaan hutan sosial memberi-
kan kesejahteraan masyarakat
hingga menjaga kelestarian
hutan.

"Sehingga ini cukup mem-
berikan bahan bagi kita secara
keseluruhan," paparnya.

Sementara itu,  Wakil Ketua
tim Pembahas ranperda perhu-
tanan sosial Muzli M. Nur
memaparkan, perhutanan sos-
ial adalah sistem pengelolaan
hutan lestari yang dilaksana-
kan dalam kawasan hutan
negara atau hak hutan adat
yang dilaksanakan oleh ma-
syarakat setempat atau masys-
rakat hukum adat sebagai pel-
aku utama untuk meningkat-
kan kesejahteraan, keseimban-
gan lingkungan dan dinamika
sosial budaya.

Berdasarakan rencana pem-
bangunan jangka menengah
nasional telah ditetapkan pro-
gram perhutanan sosial seluas
12,7 juta hektare termasuk ten-
tang skema pengelolaannya
yang terdiri dari hutan desa,
hutan negara, hutan ke-
masyarakatan, hutan tanaman
rakyat, hutan adat serta kemi-
traan kehutanan.

"Selain di tingkat pusat, ke-
bijakan ini juga diimplementa-
sikan di tingkat Sumatera Bar-
at sehingga perhutanan sosial
menjadi isu strategis pemban-
gunan jangka menengah sum-
bar yang merupakan bagian
dari isu produktifitas dan nilai
tambah sektor pertanian, kehu-
tanan," ujarnya.

Kebijakan ini, tambah Muz-
li, sudah dimasukkan dalam
dokumen rencana pemban-
gunan jangka menengah daer-
ah (RPJMD) Sumbar Tahun
2016-2021. Dalam RPJMD
tersebut disebutkan bahwa
perhutanan sosial merupakan
salah satu upaya pemerintah
daerah Sumbar dalam upaya
pengelolaan lingkungan hidup
mengingat Sumbar memiliki
kawasan hutan seluas lebih
dari 2,2 juta hektare atau se-
kitsr 54,4 persen dari luas
provinsi Sumbar. (*)(*)(*)(*)(*)


